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BAB |
PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia di akhir dekade ini khususnya pasca
reformasi dihadapkan pada persoalan sumberdaya manusia yang kompleks.
Dengan semakin terbukanya sistem pemerintahan maka masyarakat semakin
mudah untuk mengakses segala kebijakan pemerintah khususnya di bidang
sumberdaya manusia (SDM) khususnya yang termasuk dalam birokrasi
pemerintah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. SDM di pemerintahan
yang dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) merupakan kekuatan yang
mendukung penyelenggaraan pemerintahan sehingga keberadaan ASN sangat
penting dalam rangka justifikasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dalam
hal ini pemerintah sudah menggulirkan grand design reformasi birokasi untuk

mendukung pemerintahan yang akuntabel.

Sejak tahun 2014 pemerintah RI memasuki babak baru dalam pengelolaan
SDM di sektor publik atau pemerintahan. Dengan mulai diberlakukannya Undang-
undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pengelolaan
aparatur negara didasarkan pada sistem merit. Maksud dikeluarkannya undang-
undang yang baru ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sudah tidak sesuai dengan tuntutan

nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.

Berbagai persoalan yang melatar belakangi diberlakukannya undang-

undang tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan tata kelola ASN



